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ABSTRAK 

 

KEWENANGAN PRESIDEN TENTANG PEMINDAHAN 

NARAPIDANA ANTAR NEGARA BERDASARKAN PASAL 45 UU 

NO 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN 

 

M. Chabib 

 

Penelitian ini membahas kewenangan Presiden dalam pemindahan 

narapidana antar negara berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pemindahan narapidana merupakan 

bentuk kerja sama internasional yang dilakukan atas dasar perjanjian 

antarnegara dan prinsip-prinsip hukum internasional. Meskipun 

pemindahan narapidana bertujuan untuk memenuhi aspek kemanusiaan dan 

reintegrasi sosial, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus 

mengatur mekanisme pemindahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dasar hukum, prosedur, serta batasan kewenangan Presiden 

dalam pemindahan narapidana antar negara. Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis 

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip 

hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kewenangan Presiden dalam pemindahan narapidana harus 

mempertimbangkan prinsip kedaulatan negara, hak asasi manusia, serta 

kepentingan nasional. Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk 

menyusun regulasi yang lebih rinci guna menghindari ketidakpastian 

hukum dalam implementasi pemindahan narapidana antarnegara. 

 

Kata Kunci: Kewenangan Presiden, Pemindahan Narapidana, Hukum 

Internasional, Hak Asasi Manusia, Perjanjian Internasional 
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ABSTRACT 

 

PRESIDENTIAL AUTHORITY IN THE TRANSFER OF 

PRISONERS BETWEEN COUNTRIES BASED ON ARTICLE 45 

OF LAW NO. 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTIONS 

 

M. Chabib 

 

This study discusses the President's authority in transferring prisoners 

between countries based on Article 45 of Law No. 22 of 2022 concerning 

Corrections. The transfer of prisoners is a form of international 

cooperation conducted based on intergovernmental agreements and 

international legal principles. Although the transfer aims to fulfill 

humanitarian aspects and social reintegration, Indonesia has not yet 

established specific regulations governing its mechanism. This study aims 

to analyze the legal basis, procedures, and limitations of the President's 

authority in the transfer of prisoners between countries. The research 

method used is a normative juridical approach by analyzing relevant laws, 

legal doctrines, and international legal principles. The results indicate that 

the President's authority in prisoner transfer must consider the principles 

of state sovereignty, human rights, and national interests. Moreover, there 

is an urgent need to formulate more detailed regulations to prevent legal 

uncertainty in the implementation of prisoner transfers between countries. 

 
Keywords: Presidential Authority, Prisoner Transfer, International Law, 

Human Rights, International Agreements
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